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tentang P

Nw"baomor m&NegmaTahu';!e:u()bl?‘ﬁ( indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
( k Indonesia Nomor
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huruf a, maka periu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Tugas Wakil Bupati. .

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1850 Nomor 19.
Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9).
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara
Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan
Nepotisme ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3851) ;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republk Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355) ;

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4389) ;

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara
Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4721) ;
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Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan,
Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4480) sebagaimana telah diubah terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan
Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 4865) ;
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republk Indonesia Nomor 4578) ;
Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4593) ;
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
mmﬂe}mbamn Negara Repubiik Indonesia Tahun
gtdmesia Nomor 4741) ; ran Republik
eraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 i
Pengendalian Intem Pemerintah (Lembaran nlﬁ"a';"" R;m
Indonesia Tahun 2008  Nomor 127, Tambahan Lembaran
gegara R?aublik Indonesia Nomor 4890) ;
Peraturan Menteri Dalam Negeri
Tata Naskah Dinas di Li egenNomor_& Tahunzm')g

temangsmnmuolganiasidan'l’ala. Ja Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tamooa Nomor 08).
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BAB i
TUGAS WAKIL BUPATL
Pasal 2

(1) Wakil Bupati mempunyai tugas:

a. membantu Bupati dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah;

b, membantu Bupati dalam mengkoordinasikan kegiatan instansi vertikal di
daerah, menindakianjuli laporan dan/atau temuan hasil pengawasan aparat
pengawasan, melaksanakan pemberdayaan perempuan dan pemuda, serta
mengupayakan pengembangan dan pelestarian sosial budaya dan lingkungan
hidup; |

c. memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan di wilayah .
kecamatan, kelurahan dan/atau desa ;

d. memberikan saran dan pestimbangan kepada Bupati dalam penyelenggaraan
kegiatan pemerintahan. daerah;

e. melaksanakan tugas dan kewajiban pemerintahan lainnya yang diberikan oleh
Bupati ; dan

f. melaksanakan tugas dan wewenang Bupati apabila Bupati berhalangan,

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wakil Bupati

(3) Wakil Bupati menggantikan Bupati sampai habis masa jabatannya apabila Bupati
meninggal dunia, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya
selamﬁ(eqam)bulansemabmsmmsdalamnmaiabatamya

(4)Unmkmemsikekosonganjabalanwdd8maﬁmbmmdhmﬂpadaayat
(3) yang berasal dari partai politik atau gabungan partai politk dan masa jabatannya
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BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 4

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai beriaku, maka Peraturan Bupati Ngawi
Nomor 13 Tahun 2000 tentang Tugas dan Wewenang Wakil Bupati dicabut

Pasal 5

Pemhnmn_liupahnumulaxbaiahapadaimwldiundar@an

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya datam Besita Daerah
Kabupaten Ngawi.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 18 okfober zowo

BUPATI NGAWI,

Diundangkan di Ngawi
padatanggal (¢ oH-obm 2olp

("\ SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGAWI,

MAS AGOES Nj MOENASI WASONO

BERIT,
A DAERAH KABUPATEN NGAW] TAHUN 2010 NOMOR 212



